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Cm rtab i dan hak -hak asasimanusia dan, menekankan pentingnya persamaanﬂ'_'_ -
;;haklk TiY :

i nodi ahkan "eieh MPRS dengan keietapannya{_'_'; -
_In berart

-BEBERAPA P(}KOK PIKERAN

Apablla sﬂa Kemanusaaan yang adxi dan beradab daiam Pancasxla ditizai=""
k&‘l isecara- anahtzs, .maka ditemukan . beberapa pokok pikiran,-yaitu: ke'ma-'.
nusiaan;:adil ‘beradab:dan: kemanuszaan yang adﬂ dan beadab sebagax: 258
tnan {sila). da!am Pancaszia Fritriiian i ST

Kemanusman menempatkan setxap manus;a indones;a sesuaz denga
‘kat dan ma abatnya sebagax makhluk T uhan Yang Maha Esa Manusxa _
akm sebagax prxbadi mancim yang mempunyal budl dan kehendak seﬁdm '
Oleh karena itu semud manusia padg hahkatnya sama Dalam kesamaa_n ya
ini setiap orang sebagai manpusia memiliki hak-hak ' asasi; sebagax warga negara
mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama; dan sebagai orang |
yan, andangan hidup. Pancas;la menolak hberahsme dan totahtensme '
Kemanusaaan mendorong kita masmg—masmg ‘untuk secara buaksana mene-
_ ntara hldup perorangan dan hldl!p kemasyarakata_ 3
“manusia_harus mampu mengembéngkan bakat-bakat sosial dan per-
‘oranga'nnya_ secara se;mbang Dalam Pancasila. kesadaran individu berdam~
pingan dan’ selaras dengan I{esadaran somai1 Negara Pancasﬂa menjamm
dera;at kemanus:aan dalam sega]a Iapanwan kehldupan dan member;kan ke-
: sama kepada para warganya untuk berkembang menjad‘ pri-
badx :manusm yang utuh, bebas dari 1kataﬁ yang merendahkan dan merdeka
‘berusah ntuk mencapai derajat dan nilai kemanu51aan yang d;c1ta~cxtakan-
ny Pancasﬂa memben kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk
mengembangkan dirinya sébagal puira ‘bangsa, warga negara dan anggota
masyarakat seluoruh umat manusia. Harena itu dikembangkanlah sikap
hormat-menghormatl dan bekerja sama dengan bangsa~bangsa lain berdasar
atas kesadaran bahwa manusia adalah sederajat

"Rahmat Subagio, Parcasila sebagai Dasar Megara (Yogyakaria: Basis, 1955), hal. 67-75.
--*Maskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dalam Kirdi Dipoyudo, Panécasila

Arﬂ P R w T D X" T T s







_ rakyaz Indonesm untuk mengakux dan memperiakukan setiap Orang: sesual. T

dengan harkat dan martabatnya Ini bera t;_ .bahwa s Tang mempunyai

4 i kemanusaaah, (6) g
keg:atan kemanu31aan, (7) beram membela kebenaran cian keadﬂan (8) seba— '
ga: bang j '

nusia, karena itu mengembangkan 31kap hormat- menghdrmatl dan ! beker;a -

sama dengan bangsa lain.! Dengan demikian terlihat perbedaan sikap hidup di
negara Pancasila dengan sikap hidup di negara liberal.dan negara totaliter. Di
negara ‘Pancasila terdapat. penghargaan. yang tinggi-terhadap martabat Tng-
nusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, sedangkan-di
negara liberal terdapat sikap kurang.menghormati sifat sosial manusia dan.di
negara totaliter terdapat sikap mengabaikan kemerdekaan perseorangan.? ...

PENUANGAN KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM
UUD 1945 Rt

Sila Kemanusiaan'yang-adil dan beradab ini termaktub dalam Pembukaan
dan Batang Tubuh UUD 1945 maupun Penjelasannya. Dalam Pembukaan;
alinea pertama terdapat pernyataan yang berbunyi: ... maka penjajahan di
atas ciuni_a_iaarus dihapu_skan_ karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan

2rof, Padme Wah]ono SH, op. cit., hal. 55.
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BERADAB

_dan péran’ semua warga negara Repubhk Indonesxa adalah sarna Karena fui

Iebihvlanjut Pasa} 27 menegaskan bahwa sémua warga'negara ‘memiliki
samaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ini merupakan korns

~kuensi logis dari’ prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyaian. Oleh B

karena HIT setxap Warga negara Juga memlhkl haks dan’ kesempasan yarng sama N
untuk memperoleh pekerjaan dan penghldupan vanglavak sesitai dengan ma_. .
tabatnya sebaga1 anusia. Ini berarti bahwa sikap diskriminatif ‘di-antara se-

Sama warga - negara berdasarkan ‘sukit, agama; ras ataupun golongan kepen:

tingan tidak ‘Sesuai dengan sila”Kemdnusiaan | yang adil dan-beradab. Sikap
dxsknmma’czf ini tidak dxbenarkan dalam'tata pergaulan’ kemasyarakatan: kita
maupun-dalam kebgaksanaan—kebuaksanaan ‘pemeriniahiyang berhubungan_”
langsung derxgan b;dang—blciang kehzdupan dan keg;atan warga nevara g

““Pasal 28,929 ayat 2 dan 34 UUD 1945 mengatur kedudukan warga’ negara'
ataupun penduduk lainnya yang berdomisili ‘di ‘wilayah negara Republikin=
donesia. Seperti ditegaskan dalam penjelasannya pasal- -pasal ini menunjukkan
keinginan bangsa Indonesia untuk. membangun negara. yang demokratis .dan
vang hendak. menyeienggarakan keadilan sosial dan peri kemanusiaan. Pasal
28 mengakux hak warga negara dan penduduk 1amnya untuk, berserlkat ber—
kumpul mengeluarkan pikiran secara Jisan ataupun. tertuhs, teiapi semuanya
itw. harus dilakukan . sesuai dengan. -undang-undang . yangmengaturnya,. Ini
menun;ukkan ‘bahwa kebebasan dan: demokrasi di negara kita berbeda denoan
kebebasan dan demokrasi.di negara-negara liberal, Kebebasan dan demokragi
kita bellandaskan keseimbangan di antara hak dan kewajiban sebagai, warga
negara atau penduduk..Ini berarti bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap
individu/kelompok-tidak boleh dipergunakan untuk merugikan/menghilang-
kan kebebasan. yang dimiliki oleh individu/kelompok lain. sebagai sesama
warga negara. Agar keseimbangan ini terjamm, maka negara mengatumya
dengan undang-undang. o s A

-Pasal 29 ayat 2 meneiapkan babwa negara: men}amln kemerdekaan setiap
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agamanya dan -kepercayaannya-itu. Kemerdekaan ini merupakan salah satn
hiak yang paling asasi.- Kebebasan agama itu langsung bersumber pada mar-
tabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama ini
bukan pemberian negara atau golongan.! Ini berarti bahwa negara tidak boleh
memaksa para warganya. untuk memeluk atau tidak memeluk suatu .agama
tertentu. Di-dalam negara seperti ini setiap umat beragama memiliki-hak dan
‘kewajiban yang sama. Demikian pula negara, dalam mengatur kehidupan
masyarakat bangsa, wajib memberikan perhatian yang sama besar, -kgpada
masing-masing-umat beragama. Umat beragama yang berbeda-beda itu perju
memiliki semangat kebersamaan, yaitu sebagai sesama warga negara Republik
Indonesia. Kerukunan hidup antar umat beragama yang diartikan sebagai
sikap saling mengerti, saling memahami peranan dan fungsi masing-masing,
kemudian saling menerima dan berkomumkam sebagai sesama warga- negara
perlu d1bma : : :

Pasal 34 menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipe-
hhara o}eh negara. Ini menunjukkan bahwa negara sebagai suatu organisasi
otoritas® -merupakan pihak yang berwenang mengatur kehidupan para warga-
nya demi terciptanya ketertiban hidup bersama warga negara. Golongan fakir
miskin dan anak-anak terlaniar termasuk para penderita cacat tetap dan
jompo vang sudah tidak mampu mengelola hidupnya sendiri harus dipelihara
oleh:negara. Ini berarti bahwa negara wajib berusaha untuk menempatkan
setiap warganya sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu
negara melalui Departemen Sosial perlu lebih banyak mengembangkan karya-
karya sosial seperti panti asuhan bagi anak-anak terlantar dan anak-anak
cacat, rumah penampungan bagi orang jompo dan sebagainya. :

“Pasal 30 menetapkan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut
dalam usaha pembelaan negara. Kemudian hal ini dikembangkan menjadi
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (hankamrata). Ini berarti
bahwa setiap warga negara harus ikut dalam pembelaan negara apabila negara
terlibat dalam suatu peperangan. Agar pengertian pembelaan negara ini men-
jadi jelas, Panglima ABRI Jenderal TNI L.B. Moerdani memberikan penje-
lasan berikut. Konsepsi Hankamraia Janganlah diartikan secara sempit, yaitu
apabila negara tertibat dalam perang maka seluruh rakyat Indonesia harus ma-
hir memegang dan mempergunakan senjata dan ikut dalam medan perang. Bu-
kan itu. Yang benar adalah bahwa seluruh potensi nasional dikerahkan dan di-
satupadukan sebagai satu upaya bersama yang terpusat dan terkendalikan un-

ILihat Kesetapan MPR No. [I/MPR/1978 tentang Pedoman Penghavaten dan Pengamalan
Pancasila, bagian Penjelasan Atas Bab ¥l Angka 1.

2Prof.Dr. 1.H.A. Logeman, Tentang Teori Swatu Hukum Tata Negara Positif (Jakarta:




o KLMWGMAAI\YANGADIL bﬁlﬁ':BERADEB S T T 867 i

tuk: mendu}cung kemampuan dan kesanggupan berperang Arunya yang mahlr. .
memegang senjata dipersenjatai terjun ke medan perang,’ vang berprodukm o
tetap berproduksi dengan baik sehingga terbentuk suatu logistik yang ber-
Ian;ut 1 Pen;eiasan inijuga menumukkan bahwa dalamipenibelaan fiegara ini
manusia Indonesia tetap ditempbatkansesuai denpan martabatnya; sehmgga”
yajibmilifer tidak: _perlu dlierapkan secara haraﬁah bag1 semua warga negam i :

_ s:stem pengajaran nas:onal Melaim pengajaran nasaonai kxta
mencerdaskan kehadupan bangsa Kecerdasan merupakanmodaliuiama setigp. .
manusia dalam usaha memanusiakan d;rmya Oleh karena itu kepada setigp
warga negara dan penduduk Indonesia perlu diberikan kesempatan yang sama
besar nntuk masuk ke semua Jems dan tingkat pend1d1kan terutama yang -
seienggarakan o]eh pemermtah N arh T

Dewasa zm pemermtah rupanya belum mampu menyecixakan semua sa
dan fasxhtas pend}dlkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mgm
memperoieh kesempatan untuk meng:kut; pendxd;kan formal. Hal yang peri
segera chpééa'hkan adalah tidak sebandmgnya daya iampung untuk setiap jenis
dan- tmgkat seko!ah dengan jumfah anak yang ingin memperoieh tempat di
sekoiah sekoiah Mengmgat hal jtu, pemermtah memberikan kesempatan k
pada badan—badan swasta. untuk turut mendmkan dan menyeienggarak_n
sekolah-sekelah Namun sudah menjadz keluhan masyarakat bahwa seko]ah~
sekoiah swasta vang baik mutunya umumnya mahai Sebagax ak:bat mahainya
sekolah swasta dan kurangnya daya tampung ch sekoiah negeri, terutama un-
tuk ungkat sekolah menengah ke. aias pemerasaan kesempatan mempero]eh
pend;d;kan menjadi. terbatas. Oleh karena itu Iap;san masyarakal yang lemah
ekonommya umumnya selaju kaiah bersamg dalam merebut kesempatan
memperoleh, pendxdikan itu. Keadaan ini perlu segera diperbaiki karena pen-
didikan merupakan salah satu sarana utama unmk mengangkat martabat
kemanusman klta :

Seteiah mencoba melihat ] penuangan sila Kemanusiaan yang adil dan ber-
adab dalam pasai-pasa} UUD 1945 itu dan menghadapkannya dengan bebe-
rapa kenyataan yang ada dalam’ kehxdupan masyarakat; kita dapat mengata-
kan .bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar sila kemanusiaan
yang-adil-dan beradab itu dapat dilaksanakan semestinya.
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pokok rakyai-banyak;#(2) pemerataan :kesempatan-memperoleh’ pendidik;

" dan:pelayanan ‘keschatan; {3) ‘perherataan pembagian “pendapatan; (4) pem

rataan: kesempatan ‘Kerja; (5) pemerataan kesempatan:berusaha; (6) pem

taan partisipasi dalam pembangunan; (7) pemeraiaan penyebaran pemb
sefurdh’tanah ‘air;/ (8) ‘pemerataat kesempatan’ memperolel’

.- Kedelapan:jalur’itu ‘Kemudian ‘dimasukkan- dalam Keterangan Pem

‘pada’ pokoknya ‘bertujuan mernempatkan
ngan  martabatnya.“Ini:berarti’ bahwa ke:
delapansjalur: pemerataan itu juga merupakan perwujndan sila Kemanusiadn -
vang ;adil'dan beradab di samping 'sifa Keadilan-sosial.«Olehkarena'itu ‘kedes
lapan:jalur:pemerataan ini harus benar-benar-dilaksanakan ‘baik oleh peme:

rintah=sebagai:penyusun:rencana ‘dan ‘program-program: pembangunan i

sional‘maupunseluruh rakyat Indonesiasebagai subvek dan ‘tujuan dari pemE.
bangunan nasional'ini.’ Mengingat aspek-aspek pemerataan itu dirasakan ses -
cara individual ataupun bersama-sama, makaésetiap"-orahg“atau'ke]ompdk}fﬁ
harus memiliki kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, berusaha
dan keadilan vang sama besar. Menciptakan suasana yang memberi peluang
kepada setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama ini berarti
menempaikan manusia Indonesia sesuai dengan martabat dan haknya sebagai
Warga negara.

Salah satu langkah utama yang perlu diambil pemerintah dalam usaha me-
Iaksanakan jalur-jalur pemerataan itu adalah memperluas kesempatan kerja
baik di desa maupun di kota dan membina/mengembangkan jenis-jenis ke-
trarnpilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat melalui pendidikan
formal maupun non-formal. Setiap warga negara yang memiliki ketrampitan
hendaknya dapat memilih jenis pekerjaan yang sesuai dan hal ini berarti me-
ningkatkan produktivitas kerjanya. Dengan demikian pendapatannya juga
bertambah sehingga kebutuhan pokoknya secara bertahap dapat dipenuhi
juga. Selain itu hal ini akan menimbuikan kepercayaan pada dirinya, harga
diri dan kesadaran akan martabatnya sebagai manusia utuh. Selanjutnya
warga negara yang memiliki harga diri serta kepercayaan pada diri sendiri dan
sadar akan martabatnya sebagai manusia merupakan modal utama pemba-
ngunan nasional.

Sebagai penutup kami perlu menegaskan kembal; beberapa hal. Perramua,
sila ini menempatkan setiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaan-
nya. Oleh karena itu penindasan manusia olek manusia lainnya tidak dibenar-
kan. Dalam lingkungan dunia usaha hubungan antara pengusaha dan karva-
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bahwa setiap karyawan berhak mendapat pekerjaan dengan upah yang cukup
untuk kehidupan pribadi dan keluarganya sesuai dengan martabatnya:sebagai
manusia: :Kedua, kemanusiaan yvang adil.dan: beradab sebagai salah satu sila
dalam Pancasila; pada tingkat pelaksanaannya tidak boleh dipisahkan .dari
sila-sila lain, Melalui sila ini Indonesia mengakui bahwa setiap manusia. mem-
punyai derajat, hak dan kewajiban terhadap negara bangsa vang sama.-Oleh
karena.itu pembedaan manusia Indonesia berdasarkan suku, agama, ketu-
runan, golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial ataupun warna kulittidak
dibenarkan dengan alasan apa pun. Sikap diskriminatif merupakan hal vang
tercels. Kefiga, kemanusiaan yang-adil dan beradab menjamin hak milik ge-
tiap warga negara karena dengan hak milik:perorangan itu setiap orang akan
terus-bekeria. Yang perln diperhatikan adalah bahwa penggunaan hak milik
perorangan itu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Ini berarti bahiwa hak
milik - perorangan tu tidak boleh digunakan untuk merugikan masyarakat.
tetapi harus digunakan untuk mempertinggi martabat sesama manusia sebagai
warga . negara., Oleh  karena itu masalah pemerataan adalah suatu masalah
yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam usaha mewujudkan, kema—
nusiaan: yang adil. dan beradab ini.. ) o






